BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan
penulis, maka penulis menyimpulkan bahwa putusan Nomor
97/Pid.B/2024/PN. Bkl tidak mempertimbangkan peran korban dalam
terjadinya tindak pidana. Majelis Hakim mempertimbangkan sikap dan
perilaku korban hanya sebagai pertimbangan terpenuhi atau tidaknya unsur
“Dengan rencana terlebih dahulu” sebagaimana dakwaan primair Pasal 340
KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Tuntutan Jaksa Penuntut
Umum. Hakim seharusnya mempertimbangkan peran korban dalam
terjadinya tindak pidana. Ilmu pengetahuan Viktimologi dan Pasal 54
Undang-Undang Nomor | Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana telah mengatur bahwa peran korban dan keadaan pada waktu
dilakukan tindak pidana harus dipertimbangkan oleh hakim.

Putusan ini juga tidak sejalan dengan asas keseimbangan, Majelis
Hakim hanya mempertimbangkan perbuatan pelaku dalam melakukan tindak
pidana, sedangkan pelaku melakukan perbuatannya karena didorong oleh
sikap dan perilaku korban. Hakim seharusnya mempertimbangkan
keseluruhan secara utuh, tidak hanya dari sisi pelaku, namun juga dari sisi
korban. Keadilan bukan hanya bagi korban, melainkan juga keadilan bagi

pelaku.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disusun oleh penulis di atas, penulis
memberikan saran agar relevan dengan kesimpulan. Hakim sebagai penegak
hukum dalam menjatuhkan putusan dan mempertimbangkan suatu perkara,
hendaknya mempertimbang segala perkembangan hukum, termasuk
diantaranya perkembangan ilmu pengetahuan viktimologi. Hakim tidak
hanya berpedoman pada aturan hukum saja, hakim harus menilai fakta atau
peristiwa. Putusannya sejalan dengan bukti-bukti dan fakta-fakta di
persidangan, sehingga putusan yang dihasilkan lebih proporsional, dapat
dipertanggungjawabkan dan memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak, bagi

terdakwa, korban, dan masyarakat.
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